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Abstrak 
Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang hingga saat ini masih menjadi 
tantangan serius di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan 
keselamatan individu, tetapi juga berdampak luas ter-hadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan 
nasional. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu permasalahan strategis 
yang memerlukan perhatian khusus, sejajar dengan tantangan sosial dan politik lainnya. 
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika sebagai perantara di anggap sebagai 
penegakan hukum yang efektif guna mengurangi adanya peredaran narkotika dilingkungan masyarakat. 
Permasalahan dari penelitian ini yaitu 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara dalam 
peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman berdasarkan dengan (studi putusan nomor: 
1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk) 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penjatuhan sanksi pidana 
pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman berdasarkan (studi 
putusan nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian: 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sebagai Perantara Dalam Peredaran Narkotika Golongan 1 Bukan 
Tanaman Berdasarkan Putusan Nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk untuk bagaimana melihat 
pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara perlu dilihat dari berbagai unsur delik pelaku. 
Apakah pelaku memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika atau tidak. Hakim juga perlu melihat setiap unsur dakwaan tuntutan 
oleh penuntut umum terhadap pelaku ketika ingin menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara 
dalam peredaran narkotika. Hal-Hal yang menjadi faktor pendukung adalah ketika ditemukannya 
barang bukti yang jelas, terpenuhinya unsur pidana, dan adanya ketentuan hukum yang jelas. 
Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak ditemukannya barang bukti, pelaku tidak mau berkata jujur, 
barang bukti yang di hanguskan hingga faktor sosial dan ekonomi. 
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Sebagai Perantara, Peredaran Narkotika Golongan 1 
Bukan Tanaman 
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PENDAHULUAN 
Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang hingga saat ini masih 

menjadi tantangan serius di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya mengancam 
kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, 
ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan 
salah satu permasalahan strategis yang memerlukan perhatian khusus, sejajar dengan 
tantangan sosial dan politik lainnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) 
menjadi isu yang menuntut penanggulangan secara berkelanjutan, aktif, dan menyeluruh, me-
lalui keterlibatan aparat penegak hukum, kalangan profesional, serta partisipasi aktif seluruh 
lapisan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal narkotika dan 
psikotropika yang melibatkan individu-individu yang melakukan kejahatan lintas batas 
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wilayah Indonesia. Selain itu, untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan dalam 
negeri, akan ada suatu kepastian serta manfaat dalam konteks pengaturan distribusi narkotika 
dan psikotropika untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah agar selebihnya tidak 
disalahgunakan dalam penggunaannya. Penegakan hukum terhadap perkara narkotika telah 
dilakukan secara luas oleh pihak berwenang, dan sudah banyak putusan dari hakim yang 
diberikan. Satu hal krusial yang menarik perhatian utama dalam dunia narkoba adalah 
tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pengedar dan konsumen, yang berdampak negatif 
terhadap kehidupan sosial di sekitar mereka. Hal ini berhubungan dengan berbagai jenis 
kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan tindakan pencucian uang yang dilakukan 
oleh banyak segelintir individu. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan elemen 
penting dalam usaha menegakan hukum dan menciptakan efek jera. Prinsip ini mengharuskan 
adanya kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian, yang dilakukan 
oleh individu dalam tindakan mereka. Dalam praktiknya, membuktikan adanya unsur 
kesalahan sering kali menjadi sebuah tantangan, terutama saat pelaku beralasan bahwa 
mereka tidak menyadari kandungan narkotika dalam produk yang mereka distribusikan. 
Pertanggungjawaban pidana merupakan kesiapan seseorang untuk menerima konsekuensi 
hukum dari tindakan yang telah diambil, jika tindakan tersebut memenuhi kriteria tindak 
pidana. 

Menurut Tribrata news Polresta Bandar Lampung dalam bidang pemberantasan 
narkotika, Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap 299 kasus narkotika 
dengan 424 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa ganja 
seberat 3.905,28 gram, sabu 9.375,15 gram, 1.932 butir pil ekstasi, tembakau sintetis 433,49 
gram, serta 10 butir obat psikotropika. Pengungkapan ini diperkirakan menyelamatkan 45.956 
jiwa dan mencegah potensi kerugian masyarakat hingga Rp10 miliar. Pertanggungjawaban 
pidana bagi pelaku merupakan elemen penting dalam usaha menegakan hukum dan 
menciptakan efek jera. Prinsip ini mengharuskan adanya kesalahan, baik yang disengaja 
maupun yang disebabkan oleh kelalaian, yang dilakukan oleh individu dalam tindakan mereka. 
Penerapan hukum terkait tindak pidana perantara dalam transaksi narkotika golongan I yang 
diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. 
Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang berperan sebagai penengah dalam jual beli 
narkotika golongan I dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun. 
Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berupa denda. Ancaman hukuman 
untuk tindak kejahatan narkotika bersifat kumulatif, yaitu hukuman penjara atau pembatasan 
kebebasan di samping denda. Dalam contoh kasus sebagai perantara peredaran narkotika 
terdapat dalam Studi Putusan Nomor: 1044/Pid.Sus/2025/Pn Tjk dimana terjadi tindak pidana 
peredaran narkotika oleh perantara yang dilakukan oleh terdakwa DERRY RAMADHAN Bin 
BAMBANG BUDIONO. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian pada kasus tersebut. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan putusan 
pengadilan yang relevan. Pendekatan ini untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban 
pelaku tindak pidana narkotika. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan 
menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman 
mati, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan 
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ini juga mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, doktrin hukum, dan teori 
pertanggungjawaban pidana dalam literatur hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk 
memahami dasar hukum dan konstruksi normatif dari pertanggungjawaban pelaku kejahatan 
yang dijatuhi pidana mati. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji fakta hukum yang 
terdapat dalam Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk, serta menggali data melalui 
wawancara atau observasi terhadap aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) yang 
terkait dengan kasus tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum 
positif diterapkan dalam praktik, khususnya dalam aspek pertimbangan hakim serta dalam 
penerapan prinsip keadilan dalam. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pada penelitian ini berdasarkan wawancara oleh Wahyu Arifin, S.H., M.H 
berdasarkan pernyataan narasumber untuk pertanggungjawaban pidana atas perlakuan para 
terdakwa dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
dengan hukuman minimal 5 tahun penjara maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp. 1-
10 milliar. Menurut Wahyu Arifin S.H.,M.H menilai unsur dalam Pasal 114 KUHP, Wahyu Arifin, 
S.H.,M.H wajib memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh unsur narkotika dalam Pasal 114 
KUHP telah terpenuhi. Narasumber menyatakan: “Kami sebagai penyidik harus melihat dulu 
perbuatan inti, yaitu apakah benar pelaku mengantar barang tersebut, dan apakah ada niat 
untuk mendistribusikan narkotika tersebut. Tanpa unsur dasar itu, tidak mungkin adanya 
penangkapan” Wahyu Arifin, S.H.,M.H menyampaikan bahwa pembuktian unsur mengambil 
biasanya diperkuat dengan:  
1. Keterangan saksi.  
2. Barang bukti yang berhasil diamankan.  
3. Pengakuan pelaku pada tahap penyidikan.  
4. Hasil olah TKP dari Penyidik Polresta Kota Bandar Lampung. 
 

Dikarenakan para terdakwa telah memenuhi unsur “memperjualbelikan serta 
menjadiperantara” terdakwa dengan secara sadar memperjualbelikan dan sadar menyepakati 
untuk menerima menjadi perantara pada transanksi penjualan narkotika dan meraih 
keuntungan oleh barang tersebut ucap narasumber bapak Wahyu Arifin S.H., M.H pada saat 
wawancara pada tanggal 13 Juni 2026 ber-tempatan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, 
maka terdakwa dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dengan pi-dana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda 
minimal Rp. 1 Miliar paling banyak 10 Miliar rupiah. Kemudian penulis melakukan wawancara 
pada hari kamis 11 juni 2026 bertempatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Ibu 
Teti Hendrawati Amd, S.H., M.H selaku Hakim Pembina Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 
narasumber menjelaskan pada Studi kasus putusan 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk tentang kasus 
Narkotika, menurutnya hakim perlu melihat beberapa pertim-bangan dalam setiap unsur pasal 
yang menjerat terdakwa dari beberapa unsur tersebut apabila memenuhi maka hakim dengan 
jelas memberikan suatu putusan yang mengacu pada pasal yang menuntut para terdakwa. 
Menurut pernyataan Hakim Pembina Pengadilan Negeri Tanjung Karang Ibu Teti Hendrawati 
Amd, S.H., M.H perlu adanya pembuktian jelas terhadap unsur pasal yang di jerat terhadap 
terdakwa tersebut. Berdasarkan Studi putusan nomor 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk bahwa 
hakim melihat berbagai unsur seperti yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya ada-lah sebagai berikut: 
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1. Unsur setiap orang;  
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum  
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golon-gan I dalam bentuk bukan tanaman. 
 

Ibu Teti Hendrawati Amd, S.H., M.H selaku Hakim Pembina Pengadilan Negeri Tanjung 
Karang menjelaskan bahwasanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai 
perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman setelah melihat banyak unsur 
yang terpenuhi atas tuntutan oleh jaksa penuntut umum, Hakim kemudian Menyatakan 
Terdakwa DERRY RAMADHAN Bin BAMBANG BUDIONO tersebut diatas, terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”. Dengan Menjatuhkan 
pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 
sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan barang bukti berupa : 
1. 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat 

netto 4,64 (empat koma enam empat) gram;  
2. 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 

0,07 (nol koma nol tujuh) gram;  
3. 1 (satu) unit telepon genggam Android merk POCCO berikut kartu simnya. 
 

Kemudian Berdasarkan wawancara pada hari senin tanggal 15 Juni 2026 dengan Ibu 
Shinta S.H., M.H bagian dari Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, dalam pern-yataannya 
narasumber menjelaskan hal- hal yang menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi pidana 
pada pelaku yaitu: 
1. Aparat penegak hukum tidak menemukan barang bukti yang memenuhi syarat-syarat 

barang bukti seperti yang tercantum di dalam KUHAP. 
2. Pelaku tidak mau berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya 
3. Barang bukti yang di hilangkan atau dihanguskan. 
4. Jaringan Narkotika yang terorganisir. 
5. Faktor sosial dan ekonomi. 
 

Kemudian Ibu Shinta S.H., M.H selaku bagian dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan 
Negeri Kota Bandar Lampung menjelaskan faktor pendukung dalam penjatuhan sanksi 
terhadap pelaku yaitu: 
1. Terpenuhinya unsur pidana. 
2. Tersedianya alat bukti yang cukup. 
3. Kerjasama antar aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus. 
4. Adanya ketentuan hukum yang jelas. 
 

Narasumber menjelaskan dalam beberapa kasus yang terjadi dalam kasus peredaran 
narkotika terkadang aparat penegak hukum sulit untuk membuktikan unsur pidana terhadap 
pelaku sebab, beberapa kali pelaku meleyapkan barang bukti sehingga aparat penegak hukum 
baik dari kepolisian maupun kejaksaan sulit untuk menangkap hingga menuntut para pelaku. 
 
KESIMPULAN 

Pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika 
golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah diterapkan 
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sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasar-kan fakta 
persidangan, terdakwa DERRY RAMADHAN Bin BAMBANG BUDIONO terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I 
bukan tanaman jenis sabu. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu unsur “se-tiap 
orang”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, unsur “menjadi perantara dalam jual beli 
narkotika golongan I bukan tanaman”, serta unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi 
berdasarkan alat bukti, ket-erangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Selain itu, 
tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, pen-jatuhan pidana penjara selama 7 
(tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan 
bentuk pertanggung-jawaban pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran 
terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Faktor pendukung dan penghambat penjatuhan 
sanksi pidana terhadap pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan I bukan 
tanaman terdiri dari faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor pen-dukung meliputi 
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwak-an, tersedianya alat bukti yang cukup, 
adanya barang bukti yang sah, ker-ja sama yang baik antar aparat penegak hukum, serta adanya 
ketentuan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Sementara itu, faktor penghambat meliputi sulitnya mem-peroleh dan mempertahankan 
barang bukti, pelaku yang tidak mem-berikan keterangan secara jujur, upaya penghilangan 
barang bukti oleh pelaku, keberadaan jaringan narkotika yang terorganisir, serta faktor so-sial 
dan ekonomi yang memengaruhi maraknya tindak pidana narkotika. Faktor-faktor tersebut 
secara langsung memengaruhi proses pembuktian dan efektivitas penegakan hukum dalam 
perkara narkotika. 
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